3B

- o RESUME PERBANDINGAN |
UU NOMOR 28 TAHUN 2007 DENGAN UU NOMOR 16 TAHUN 2000

RESUME PERBANDINGAN ATAS PERUBAHAN: KETIGA UU NOMOR 6 TAHUN 1983
"~ TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

No. | KETERANGAN [ = UU NOMOR 28 TAHUN 2007 - | . " UU NOMOR 16 TAHUN 2000
: PASAL | . KETERANGAN L PASAL |. KETERANGAN
1 Tambahan Pasall | Pajak adalah Kontribusi wajlb kepada negara’| Tidak ada | Tidak ada

Ayat 1 yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan |.
 secara langsung dan digunakan untuk kepetiuan.
negara bagi sebesar-besarnya kemakmusan-

rakyat. . . ‘ .
2, Ada kalimat Pasalt | Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang Pasall  |Pengusaha Kena Pajak adatah Pengusaha
yang dihapus Ayat 5 melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ | Ayat4 ’ sebagaimana -dimaksud pada angka 3 yang
atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai . - | melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan
pajak ' berdasarkan Undang-Undang Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. = | - | pajak berdasarkan Undang-undang Pajak
; o C |- Pertambahan Nilal 1984 dan perubahannya, tidak
termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya
ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang
Imemilib. untuk dikukuhkan menjadi
| Pengusaha Kena Pajak
3. Ada perbedaan Pasal 1 Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi Pasal 1 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya
definisi Ayat 7 dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, | Ayat 6. |sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau
menyetor, dan melaporkan pajak yang tesutang * |jangka waktulain yang ditetapkan dengan
dalam suatujangka wakhutertentu sebagaimana © 7 | Keputusan Menteri Keuangan paling lama
ditertukandalamUndang-Undang inl. ‘ ) 3 (tiga) bulan takwim. ‘
4, Ada perbedaan Pasal 1 Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran | Pasal 1 Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh
definisi Ayat 14 | atau penyetoran pajak yang telah dilakukan | Ayat 13 | Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
déngan menggunakan formulir atau telah'| - . * | pembayaran atau penyetoran pajak yang
dilakukan dengan cara lain ke kas negara | - terutang ke kas negara melalui Kantor Pos
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh | . . dan atau bank badan usaha milik Negara
Menteri Keuangan. : - atau bank badan usaha miiik Daerah atau
’ .. |tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan.
5. Ada perbedaan Pasall - | Pemerksaan adalah serangkaian kegiatan | Pasall Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk -
| definisi - Ayat 25 | menghimpun dan mengolah data, keterangan, | Ayat 24  jmencari, mengumpulkan, mengolah data dan
K . { danfatau bukti yang dilaksanakan secara’ atau keterangan lainnya untuk menguji
objektif dan profesional berdasarkan suatu’ - kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
standar pemeriksaan untuk menguji{ = - . tdan .untuk tujuan lain dalam rangka
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan *. |melaksanakan ketentuan peraturan

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka : : perundang-undangan perpajakan.
melaksanakan ketentuan peraturan perundang- | P
undangan perpajakan.

6. Tambahan Pasal 1 Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan | Tidak ada | Tidak ada
Ayat 26 - | fatau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda .
yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan |
kuat bahwa sedang atau tefah terjadi suatu tindak
pidana di bidang perpajakan yang dilakukan
oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara. . .

7 Tambahan Pasal 1 Pemeériksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan | Tidak ada |Tidak ada
: Ayat 27 | yang dilakukan untuk mendapatkan bukki| - :
permulaan tentang adanya dugaan tefah terjadi 3
tindak pidana di bidang perpajakan.

8. Tambahan Pasal 1 Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil | Tidak ada |Tidak ada

Ayat 32 | tertenty di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak o
vang diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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10.

1.

12

13.

9.

15.

| 16.

117,

Ada perbedaan
definisi

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Ada perbedaan
definisi .

Ada perbedaan

Tambahan

Pasal 1
Ayat 33

Pasal 1
Ayat 36

Pasal 1
Ayat 37,

Pasai 1"
Ayat 39 -

Pasal 1
Ayat 40

Pasal 1
Ayat 41

Pasal 2

T ayat 1

Pasal 2
Ayat 3(b)

Pasal 2
Ayat 4(a)

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat kepu-
tusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, danfatau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan yang terdapat dalam surat
ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat
Keputusan Pembetutan, Surat Keputusan
Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan
Sanksi  Administrasi, Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan PaJak, Surat Keputusan
Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Kep(tusan

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau .
Surat Keputusan Pembenan Imbalan Bunga. a

Putusan Gugatan ada!ah putusan badan peradllan
pajak atas gugatan terhadap hai-hal yang

Pasal 1
Ayat 29

berdasarkan ketentuan peraturan perundang- |

undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan
Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan
kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau
oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan
Bandlng atau Putusan Gugatan dari badan
peradilan pajak.

Surat Keputusan .Pemberian Imbalan Bunga

adalah surat keputusan yang menentukan jumtah

‘limbalan bunga yang diberikan kepada Wajib
| Pajak. -

Tanggal dikiim adaldh’ tanggal stempel ﬁos

pengiriman, tangga! faksimili, atau dalam hal
disampaikan secara langsung adalah tanggal pada
saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan
secara Iangsung . .

Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos

pengiriman, tanggal faksimill, atau dalam hal

diterima secara langsung adalah tanggal pada
saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara
langsung.

.| Setiap Waijib Pajak yang telah memenuhi per-

syaratan subjektif dan objektif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan wajib mendaftarkan dirl
pada kantor Direktorat.Jenderal Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau
tempat kedudukan Wajib-Pajak dan kepadanya |

diberikan Nomor Pokok Waijib Pajak..

tempat pendaftaran pada kantor Direktorat

Jenderal Pajak yang wilayah ketjanya meliputi
tempat tinggal dan kantor Direktofat Jenderal

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat |-

kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajitx Pa]ak or-
ang pribadi pengusaha tertentu.

Kewajiban perpajakan bagi Wafjib Pajak yang
diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau

Tidak ada

Tidak ada

Tldak ada

Pasal2
Ayat 1

Pasal2”
Ayat 3(b).

yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena.Pafak | N

secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dimulal sefak saat Watib Pajak memenuhl
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan

‘| ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum’
diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/f
atau dikukuhkannya sebagal Pengusaha Kena
Pajak.

ﬁdak‘ada‘

Tidak ada

Tidak ada

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat
kepiztusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesatahan hitung, dan atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan yang
terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat
Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan,
Surat Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat
Keputusan Pengurangan atau Pembatalan '}

‘Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat

Keputusan Pengemballan Pendahuluan
Kelebihan Pajak

Tidak ada

.

‘ljdak ada
Tidak ada
ﬂdak ada '
Tidak ada

Seuap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada
kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

| kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat

kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

tempat pendaftaran pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi '
tempat kegiatan usaha dilakukan, di
samping tempat mendaftarkan diri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi
Waijib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Tidak ada
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18,

19,

20,

21

24,

Ada perbedaan - -

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

"| Tambahan danfatau
- | Ada perbedaan

Ada perbedaan

Tambahan

Pasal 2
Ayat'5

Pasal 2 .
Ayat 6

Pasal 2
Ayat 7

Pasal 2
Ayat 8

Pasal 2

-Ayat 9 .

Pasal 2A

Pasal 3
Ayat 1

Pasal 3

-| Ayat 1(b}

. |permohonan
. |Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6

_|elektronik atau digital,

Jangkalwéktu pendaftaran dan pelaporan serta.

tata cara pendaftaran dan pengukuhan

- |sebagaimana dimaksud pada ayat (1), avat (2),

ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan

-|Nomor Pokok Waijib Pajak dan/atau pencabutan

Pengukuhan Pengusaha Kena' Pajak diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dila-

kukan oleh birektur Jenderal Pajak apabila:

a, dlajukan permohonan penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak oleh Wajib-Pajak dan/
atau ahli warisnyaapabila Wajib Pajak sudah
tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan;

b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena

penghentian atau penggabungan usaha;
¢. Waijit Pajak bentuk usaha tetap menghentikan
kegiatan usahanya di Indonesia; atau
d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak
untuk menghapuskan Nemor Pokok Wajlb
Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak

_Pasal2 .
CAyat 5.

Tidak ada

memenuhi persyaratan subjektif dan/atau | .

objektif sesual dengan. ketentuan peraturan:

perundang-undangan perpajakan.

Direkttir Jenderal Pajak setelah melakukan
pemeriksaan harus memberikan keputusan atas
permohonan penghapusan. Nomor Pokok Wajib

Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) butan untuk | -

Wajib Pajak orang ‘pribadi atau 12 (dua belas}

- Ibifan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal

permohonan diterima secara lengkap.

Direktur Jenderal Pajak karena jabaf.an aia‘u_
atas permohonan Waijib Pajak dapat melakukan

-| pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

" |Direktur Jenderat Pajak setelah méIéi(ukan

pemeriksaan harus memberikan keputusan atas
pencabutan pengukuhan

(enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima
secara lengkap.

Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain vang diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangarl paimg Iama 3

(tiga) bulan kalender.

|setiap Wajib Pajak wajib mengisi Sirat Pem-

beritahuan dengan benar, lengkap, dan jelas,
dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan
huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Ru-
piah, dan menandatangani serta
menyampaikannya ke kanter Direktorat Jenderal
Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar-atau
dikukuhkan atau tempat lain yang dntetapkan
oleh Direktur Jenderal Palak.

Penandatanganan - sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa,
dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan
yang semuanya
mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang
tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Pasal 1
Ayat 6

Pasal 3
Ayat 1

_Tidak ada

Jenderal Pajak.

(tiga) bulan takwim,

Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta
tata cara pendaftaran dan pengukuhan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(2), ayat {3), dan ayat (4) termasuk
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan
atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak diatur dengan Keputusan Dlrektur

ﬁdak ada

Tidak ada

'I_'idak"a:lda

Tidak ada

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya
sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau japgka
waktu' lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan paling Iama 3

Setiap Wa]Ib Pajak wajib mengisi Surat v
Pemberltahuan dalam bahasa Indonesia
dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab
satuan mata uang Ruplah dan menandatangani
serta menyampaikannya ke kantor Direktorat
Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
atau dikukuhkan,

Tidak ada . - .
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68

% “Ada perbedaan’

27, Tambahan dan/atau
ada perbedaan

28. | Tambahan

29. |Tambahan

3:0- Tambahan

31. | Ada perbedaan

32. Ada perbedaan

33. Adaperb‘e‘d‘aan .

3. |Tampahan

35, | Tambahan

‘| Pasal 3"

‘Ayat 2 -

Pasal3
Avat 3(b)
dan 3(c)

Pasal 3
Ayat 33

Pasal 3
Ayat 3b

Pasal 3
Ayat 3
Fasal3

Ayat 4

Pasal 3
Ayat 5

Pasal 3

| Ayat's -

| Pasal3

Ayat 7(b),| I
7 (c) dan
7(d)

Pasal 3
Ayat 7a

Wajib Pa;ak sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (1a) mengambil sendlri Surat
Pemberitahuan di tempat yang datetapkan bleh

Direktur Jenderal:Pajak atau mengambll‘

dengan cara lam yang tata’ cara

pelaksanaannya dlatur dengan atau

ber _‘asarkan Peraturan Menterl Keuangan

3(b) “untuk Surat Pemberitahuan Tahunan

Pa]ak Penghasqlan Waj |b Pa]akorang prlbadi,
‘la

Pajak; atau
K Sur
an Wi

waijib Pajak dengan k knteria teltgntu dapat
melap be

Masa Pajak dalan] 1 (satu)
Masa. -

Wajib Pajak dapat memperpanjang ]angka

waktu. penyampaian Surat Pemberltahuan
Tahunan Pa]ak Penghasllan sebagalmana

dlmaksud pada ayat {3) untuk paling lama 2

(dua) bulan dengan cara menyampalkan
ta

Pembentahuan sebagaimana dimaksud pada’

ayat (4) harus dlSEI‘tal dengan penghitungan
sementara paJak yang terutang dalam 1 {satu) Tahun
Pajak dan Surat Setoran Pa]ak sebagai buktl
pelunasan kekurangan pembayarap pajak yang
tenutarig, yang kel;‘enh:annya diatur dengan atau
be;dasarjcan Peraturan Mente _

Bentuk dan Isi Surat Pemberltahuan serta

=’|<eterangan dan/atau dokumen yang harus
: dilamplrkan, dan cara yang dlgunakan untuk
K o

[ Surat Peml:}»er

htan yang menyatakan lebih
bayar di

pai a_m setefah 3 (t|ga) tahun
3 roya Masa Pa]ak baglan Tahun
Paja atau Tahun Pajajc, dan W, lah
secara tertulis; atau

a remn
Direktur

Jencieral Pajak ‘melakukan

pajak.”

Apablla Surat Pembentahuan dlanggap tidak
dlsampalkan sebagalmana dimaksud pada ayat
(7), ~Direktur "Jenderal Pajak ‘waijib

_ memberltahukan kepada Wajub Pajak.

Surat Pep‘lf:gerltahuan Tahunan Pajak )
n Ia

ntahuan dlsampalkan setelah

Pasal3 .
Ayat 2

Pasal 3 )
Ayat 3(b)

Tidak ada

Tidak ada

"Pasal3 -
‘Ayaf 4

Pasal 3
Ayat 5

Waijib Pajak sebagaimana dimaksud dalaym ayat
(1) dan ayat (1a) harus mengambil seridiri Surat
Pemberitahuan di tempat yang d|tetapkan oleh
Dlrektur Jenderal Pajak.

untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling
!ambat3 (tlga) bulan setelah akh|r Tahun Pajak

Tidak ada

Tidak ada

Tidak a

Trma 6

a

-

Dlrektur Jenderal Pajak atas permohonan Waijib
Pa;ak dapat’ memperpan]ang jangka waktu
penyampalan Surat Pemberitahuan Tahanan
sebagaimana dtmaksud dalam ayat (3) huruf b
untuk pal]ng Iama 6 (enam) bulan

Permohnnan sebagaimana dimaksud dalam ayat,
(4) dla]ukan secara tertulis disertal Surat
Pernyataan mengenal penghitungan
sereritara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun
PaJak dan bukti pelunasan kekurangan

) pembayaran paJak yany terutang.

Paéql 3
Aygt 6

Tidak ada

‘Tidak ada

Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta
keterangan dan atau dokumen yang-harus
dllamplrkan chtetapkan dengan Keputusan
Menterl Keuangan .

Tidak ada .

Tidak Eat[\a
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36.

37

38

39.

41,

42,

43,

Ada perbedaan

Ada perbedaan

Tambahan

Tambahan

Ada perbedaan

Ada perbedaan

Ada perbedaan

- Ada penambahan '

jumiah nominal
sankst

Ada perbedaan

Pasal 3
Avat B

Pasal 4
Ayat 3

Pasal 4
Ayat 4a

Pasal 4
Ayat 4b

Pasal 4

Ayat 5

Pasal 6
Avat 1

Pasal 6
Ayat 2

Pasal7.

Ayat 1

Pasal 7
Ayat 2.

Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adatah Wajib Pajak Pajak
Penghasilan tertentu yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Kevangan.

Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa
dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan
menandatangani Surat Pemberitahuan,
surat kuasa khusus-tersebut harus
dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) adalah laporan keuangan dari masing-
masing Wajib Pajak, ‘

Dalam hat laporan keuangan sebagaimaria
dimaksud pada ayat (4a} disudit oleh Akuntan
Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat

Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap

tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat

|| Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan

sebagaimana d|maksud dalam Pasal 3 ayat (7)
huruf b, ) ‘

Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat
Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan,

‘Surat Pemberitahuan yang disampatkan langsung

oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal
Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh
pejabat yang ditunjuk dan kepada WaJub Pajak
diberikan bukti penerlmaan

Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat
dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti
pengiriman surat atau dengan cara lain yang
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

Apabila’ Surat Pemberitahuan tidak disampaikan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam "Pasal 3 ayat (3} atau batas waktu

perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 {seratus
ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan
Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak badan serta sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilakukan terhadap:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah
meninggal dunta;

b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah
tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas;

¢. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus
sebagail warga negara asing yang tidak
tinggat lagi di Indonesia;

d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak

" melakukan kegiatan lagi di Indonesia;

Pasal 3
Avat 8

Pasal4 .
Ayat 3

Tidak ada

Tidak ada

Pasal 4
Ayat 5

Pasal 6
Ayat 1

Pasal 6
Ayat 2

Pasal 7
Ayat -1

Pasal 7
Ayat 2

Bikecualikan dari kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah Wajib Pajak
Penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan.

Dalam hal Surat Pemberitzhuan diisi dan
ditandatangani cleh orang lain bukan Wajib
Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. .

Tidak ada

Tidak ada

Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat
Pemberitahuan diatur dengan Keputusan
Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan 'vang disampaikan

langsung aleh Waijib Pajak ke kantor Direktorat
Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan
oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu,
sedangkan untuk Surat Pemberitahuan
Tahunan harus. diberikan Juga bukti

" | penerimaan.

_jPenyampaian Surat Pemberitahuan dapat

dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat
atau dengan cara lain yang diatur dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan

- | dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu
perpanjangan  .penyampaian Surat
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi
berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima
puluh ribu rupiah) . untuk Surat

|Pemberitahuan Masa dan sebesar

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan.
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45,

47

48.

Ada penambahan
ayat la

Ada penambahan
ayat 2a ’

Ada perbedaan

Ada perbedaan

Pasal 8
Ayat 1
dan 1a

Pasal 8
Ayat 2

 dan 2a

Pasal 8
Ayat 3

Pasal 8
Ayat 4

e. Wajib Pajak badan yang tidak
melakukan kegiatan usaha lagi tetapi
belum dibubarkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

f. Bendahara yang tidak melakukan

* pembayaran lagi;

g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan; atau

h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat
membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah
disampaikan dengan menyampaikan pernyataan
tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak
belum melakukan tindakan pemeriksaan,

(1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan rugi atau lebih bayar,
pembetulan Surat Pemberitahuan harus
disampaikan paling lama 2 {dua) tahun
sebelum daluwarsa penetapan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri
Sarat Pemberitahuan Tahunan yang meng-
akibatkan utang pajak menjadi lebih besar,
kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas
jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung
sejak saat penyampaian Surat
Pemberitaliuan berakhir sampai dengan
tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan
dihttung penuh 1 (satu) bulan.

(2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendlri
Surat Pemberitahuan Masa vyang
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,
kepadanya dikenai sanksi administrasi herupa
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas
jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung
sejak jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari
bulan dihitung penuh 1 {satu) bulan.

| Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan,

tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan
mengenai adanya ketidakbenaran yang
dilakukan Wajib' Pajak sebagaimana dimaksud
datam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran
perbuatan Waijib Pajak tersebut tidak akan
dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak
dengan kemauan. sendiri mengungkapkan
ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan
disertal pelunasan- kekurangan pembayaran
jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta
sanksi administrasi berupa denda sebesar 150%
{seratus lima puluh persen) dari jumlah
pajak yang kurang dibayar.

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah

melakukan pemeriksaan, dengan syarat
Direktur Jenderal Pajak belurn menerbitkan surat
ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran
senditi dapat mengungkapkan dalam laporan

I tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat

Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai
keadaan yang sebenarnya, yvang dapat
mengakibatkan:

" | & pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi

lebih besar atau febih kecil;
b.rugi berdasarkan ketentuan perpajakan
menjadi lebih kecil atau lebih besar;

‘| ¢, jumlah harta menjadi Iebah besar atau lebih

kecil; atau

d. ]umlah medal menjadi lebih besar atau lebih
kecil dan proses pemenksaan tetap
dllan]utkan.

Pasal 8
Ayat 1

Pasai 8
Ayat 2

Pasal 8
Ayat 3

Pasal8’

Ayat 4

Waijib Pajak dengan kemauan sendiri dapat
membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah
disampaikan dengan menyampaikan
pemyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua)
tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak,
Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak,
dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum
melakukan tindakan pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri
Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan
utang pajak menjadi lebih besar, maka
kepadanya dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% {dua persen)
sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar,
dihitung sejak saat penyampaian Surat |
Pemberitahuan berakhir sampai dengan
tanggal pembayaran karena pembetulan
Surat Pemberitahuan itu.

Sekalipun telah dilakukan tindakan
pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan
tindakan penyidikan mengenai adanya
ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap
ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut
tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajily
Pajak dengan kemauan sendirl mengungkapkan
ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan
disertai pelunasan kekurangan pembayaran
jumlah pajak yang sebenamya terutang beserta
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2
(dua) kaii jumlah pajak vang kurang
dibayar.

Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) telah berakhir, dengan
syarat Direktur Jenderal Pajak beium
menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak
dengan  kesadaran sendiri dapat
mengungkapkan dalam laporan tersendiri

‘| tentang ketidakbenaran pengisian Surat

Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang

mengakibatkan:

a. pajak-pajak yang masih harus dibayar
menjadi lebih besar; atau

b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan
menjadi lebih kecil; atau

. jumfah harta merjadi lebih besar; atau

d. jumiah modal menjadi lebik besar,
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49, Ada perbedaan Pasal 8 Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai | Pasal8 Pajak yang kurang dibayar yang timbui sebagai
Ayat 5 akibat dari penguhgkapan ketidakbenaran | Ayat 5 akibat dari pengungkapan ketidakbenaran
pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrast dimaksud dalam ayat (4) beserta sanksi
berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima
persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus | puluh persen) dari pajak yang kurarg dibayar,
dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum [aporan harus dilunasi senditi oleh Wajib Pajak sebelum

tersendiri dimaksud disampaikan. laparan tersendiri dimaksud disampaikan. |
50. Ada perbedaan PasalB Wajib Pajak dapat membetulkan Surat, Pasal 8 Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat
Ayat 6 Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, Ayat 6 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam hal Wajib Pajak menerima surat dalam ayat (1) telah berakhir, dengan
. ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, - syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan
Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Band- ‘ tindakan pemeriksaan, Wajib Pajak dapat
ing, atau Putusan Peninjouan Kembali | . . " | membetulkan Surat Pemberikahuan Tahunan
Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa pajak Penghasilan yang telah disampaikan,
Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan . dalam hal Wajib Pajak menerima Keputusan
rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang . Keberatan atau Putusan Banding mengenai
telah' dikompensasikan dalam Surat . . | surat ketetapan pajak tahun pajak sebelumnya,
Pemberitahuan Tahunan yang akan yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda
dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 dari ketetapan pajak yang diajukan
(tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan | | keberatan atau Keputusan Keberatan yang
pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat . | diajukan banding, dalam jangka waktu 3 (tiga)
Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, | bulan setelah menerima Keputusan Keberatan

atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan . atau Putusan Banding tersebut.
syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan .
tindakan pemeriksaan.

51, Ada perbedaan Pasal9 Kekurangan pembayaran pajak yang terutang | Pasal9 Kekurangan pembayaran pajak yang terutang
: Ayat 2 | berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak | Ayat 2 berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan
Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat harus dibayar luhas paling Tambat tanggal
Pemberitahuan Pajak Penghasilan dua pulub lima bulan ketiga setelah Tahun
disampaikan. . ' ) Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir,
’ ‘ sebefum Surat Pemberitahuan itu
disampaikan.
52. Tambahan Pasal 9 Atas pembayaran atau penyetoran pajak Tidak ada | Tidak ada

Ayat 2b ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
dilakukan setelah tanggal jatuh tempo
penyampalan Surat pPemberitahuan Tahunan,
dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulal
dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal
pembayaran, dan hagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) butan. ’

53. ‘Tambahan Pasal 9 Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Waiib Pajak di | Tidak ada | Tidak ada
Ayat 3a daerah tertentu, jangka waktu pelunasan .
sebagaimana-dimaksud pada ayat (3) dapat
diperpanjang paling 'ama menjadi 2 {dua) bulan
yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

54. Ada perbedaan Pasal 9 Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pasal 9 Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib

ayat4 | pajak dapat memberikan persetujuan untuk | Ayat 4 Pajak dapat memberikan persetujuan untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengangsur atau menunda pembayaran pajak
termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana termasuk  kekurangan  pembayaran
} dimaksud pada ayat {2) paling lama 12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam ayat {2) paling
. . bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau { - lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksaraannya
i berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ditetapkan dengan Keputusan Direktur,
Jenderal Pajak.
55 Ada perbedaan Pasal 10 | Waijib Pajak wajib membayar atau menyetor Pasal10 | Waijib Pajak wajib membayar atau menyetor
Ayat 1 pajak yang terutang dengan menggunakan Surat | Ayat 1 pajak yang terutang di kas negara melalui
Setoran Pajak ke kas negara melalul tempat " | Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik
pembayaran yang diatur dengan - atau Negara atau bank badan usaha milik Daerah
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan
' . : : cleh Menteri Keuangan.

S6. Tambahan Pasal 10 | Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada | Tidak ada | Tidak ada

Ayat 1a ayat (1) berfungsi sebagai bulkti pembayaran pajsk | - |
apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima
pembayaran yang berwenang atau apabila telah
mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Persturan Menteri Keuangan.
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38

{61

Ada perbedaan

Ada perbedaan

Tambahan

Ada perbedaan

Tambahan

Pasal 10 _

Ayat 2
Pasal 11

Ayat 1

Pasal 11
Ayat la

Pasal 11
Ayat 2

Pasal 13
Ayat 1

B .

Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan

pelaporannya serta tata cara mengangsur dan’

menunda pembayaran pajak diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D
dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila
ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak,
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak tersebut.

Kelebihan pembavyaran pajak sebagai akibat

adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Pengurangan Sanks! Administrasi, Surat

Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, |

Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak,
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,
dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan
Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian
Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak
dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak
mempunyat  utang pajak, langsung
diperhitungkan untuk melunasi teriebih dahulu
utang pajak tersebut,

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak
permohonan  pengembalian  kelebihan
pembayaran pajak diterima sehubungan dengan
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1),
atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2) dan Pasal 178, atau sejak diterbitkannya
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuiuan
Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan,
Surat . Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan
Sanksi Administrasi, Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak

"ataw Surat Keputusan Pemberian Imbafan

Bunga, atau sejak diterimanya Putusan: Band-
ing atau Putusan Peninjauan Kembali, yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

Dalam jangka waktu S (lima) tahun setelah saat
ferutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur
Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal

sebagai berikut:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar; .

. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara
tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

¢. apabila berdasarkan hasi! pemeriksaan atau

* keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
ternyata tidak seharusnya dikompensastkan
selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai
tarif 0% (nol persen); . )

. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi
sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak
yang terutang; atau )

. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor
Pokok Wajib Pajak danfatau dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajzk secara jabatan
sebagatmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).

o

Pasal 10
Ayat 2

Pasal 11
Ayat 1

Tidak ada

Pasal 11
Ayat 2

‘“Tidak’ ada

Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan
pelaporannya serta tata cara mengangsur dan

| menunda pembayaran pajak diatur dengan

Keputusan Menteri Keuangan.

Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17, Pasal 178, atau Pasal 17C
dikembalikan, namun apabila ternyata Wajib
Pajak mempunyai utang pajak, langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang pajak tersebut. ‘

Tidak ada

-| Pengembalian kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan paling lama 1 {satu} bulan sejak
diterimanya permohgnan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sehubungan
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar sebagaimana dimaksud dzlam Pasal 17,
atau sefak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar sebagalmana dimaksud dalam Pasal
178, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C,

Tidak ada
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: RESUME PERBANDINGAN
VU NOMOR 28 TAHUN 2007 DENGAN UU NOMOR 16 TAHUN 2000

RESUME PERBANDINGAN ATAS PERUBAHAN KETIGA UU NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
[Sambungan Business News No. 7549 halaman 38 - 10B]

No.

KETERANGAN UU NOMOR 28 TAHUN 2007 ' UU NOMOR 16 TAHUN 2000

PASAL KETERANGAN . PASAL KETERANGAN

62.

63.

65,

66.

Tambahan Pasal 13 | Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalarfn | Tidak ada Tidak ada

: Ayat 2 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e
ditambah dengan sanksi ‘administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen} per bulan pal-
ing lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung
sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayarn

Tambahan pasal 13 | Jumiah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang | Tidak ada | Tidak ada
Ayat 3 Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, huruf ¢, dan huruf ¢ ditambah dengan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar:

a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak
Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar
dalam satu Tahun Pajak; ’

b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasnlan
yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau
kurang dipungut, tidak atau kurang disetor,
dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau
kurang disetor; atau B

¢. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan |

* Nilal Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah yang tidak atau kurang

dibayar. .

Tambahan Pasal 13 | Besarnya pajak yang terutang yang diberi- Tidak ada | Tidak ada
Ayat 4 tahukan oleh- Wajib Pajak dalam Surat - C
Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan’
perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak tidak diterb_itkan surat ketetapan pafjak.

Tambahan Pasal 13 | Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun - | Tidak ada | Tidak ada
. Ayat 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, ) N

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat
diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen)
dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar,
apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut
dipidana karena melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya
yang dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

| Tambahan Pasal 13 | Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak | Tidak ada Ttdak ada

Ayat 6 Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.
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67. Tambahan Pasal 13A | Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak | Tidak ada | Tidak ada
menyampaikan Surat Pemberitahuan atau
menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya
tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan
keterangan yang isinya tidak benar sehingga |-
dapat menimbulkan keruglan pada pendapatan
negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila
kealpaan tersebut pertama kall dilakukan oleh
Waijib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib
melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak
yang terutang beserta sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari
jumlah pajak yang kurang dibayar yang
ditetapkan mefalui penerbitan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar
68. Dihapus Tidak ada} Tidak ada Pasal 14 | Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan
. ‘ . Ayat 1d |Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
dan perubahannya tetapi tidak melaporkan
kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak;
69, . | Ada perbedaan Pasal14 | pengusaha vyang telah . dikukuhkan sebagal | Pasal14 |Pengusaha yang Yidak dikukuhkan sebagai
. Ayat 1d | Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat | Ayat 1d | Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur
faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi Pajak .
tidak tepat waktu; )
Pasal 14 | pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai | Pasal14 |Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai
Ayat le | Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi | Ayat le |Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau
faktur pajak secara lengkap sebagaimana membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang- atau tidak mengisi selengkapnya Faktur
Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan Pajak.
perubahannya, selain:
1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
dan perubahannya; atau
2. identitas pembeli serta nama dan
tandatangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf
g Undang-Undang Pajak Pertambahan
Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal
penyerahan dilakukan oleh Pengusaha
Kena Pajak pedagang eceran;
70. Tambahan Pasal 14 | Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak | Tidak ada | Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai
Ayat 1f tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat
atau Faktur Pajak;
71 Tambahan Pasal 14 | Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi | Tidak ada | Tidak ada
Ayat 1g | dantelah diberikan pengembalian Pajak Masukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a}
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
dan perubahannya.
72. Tambahan Pasal 14 | Terhadap Pengusaha Kena Paiak sebagaimana | Tidak ada | Tidak ada
Ayat 5 dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi ) ‘
administrasi berupa bunga sebesar 2% {dua
- persen} per bulan darf jumiah pajak yang ditagihb
kembali, dibitung dari tanggal penerbitan Surat
Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat
Tagihan Pajak, dan baglian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan, -
73. Tambahan Pasai 14 | Teta cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur | Tidak ada | Tidak ada
Ayat 6 dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan. :
74. Ada perbedaan Pasal 15 | Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat | Pasal 15 | Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan
Ayat 1 Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam | Ayat 1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
jangka waktu _5 (lima) tahun setelah saat ’ dalam jangka waktu 10 {sepuluh) tahun
terutarignya pajak atau berakhimya Masa Pajak, sesudah saat pajak terutang, berakhimya Masa
b§g|an Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak,
ditemukan data baru yang mengakibatkan apabila ditemukan data baru dan atau data yang
penambahan jumilah pajak yang terutang setelah semula belum terungkap yang mengakibatkan
ditzkukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penambahan jumlah pajak yang terutang.
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang .
Bayar Tambahan.
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75.

7.

80.

81,

82,

Ada perbedaan

Ada perbedaan

Tambahan

Ada perbedaan

Ada perbedaan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Pasal 15

Ayat 3

Pasal 15
Ayat 4

Pasal 15
Ayat 5

Pasal 16
Ayat 1

Pasal 16
Ayat 2

Pasal 16
Ayat 4

Pasal 17
Ayat 1

Pasal 17
Ayat 2

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan
berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak
atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur
Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan
pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Apahila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap
dapat diterbitkan ditambah sanks! administrasi
berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan

persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang |

dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka
waktu 5 {lima) tahun tersebut dipidana karena
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
atau tindak pidana lainnya yang dapat

menlmbulkan kerugian pada pendapatan negara |

berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyal kekuatan hukum tetap.

Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan-Menterl Keuangan.

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena
jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat
membetulkan surat ketetapan pajak, Surat
Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi,
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak,

Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan
Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan/atau kékeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak dalam jangké waktu

paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat-

permohonan: pembetufan diterima, harus
memberi keputusan atas permehonan pembetulan
yang diajukan Wailb Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur
Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan
secara tertulls mengenai hal-hal yang menjadi
dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Direktur Jenderal Pajak, seteiah melakukan

pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau
jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada
jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur
Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran

"| pembayaran pajak, menetbitkan Surat Ketetapan

Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran
pajak yang seharusnya tidak terutang, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 15
Ayat 3

Pasal 15
Ayat 4

Tidak ada

Pasal 16
Ayat 1

Pasal 16
Ayat2

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat

{2) tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan
berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib
Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat

. | Direktur Jenderal Pajak belum mulal melakukan

tindakan pemeriksaan.

Apabila jangka waktu 10 (sepulut} tahun

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah
lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan tetap.dapat diterbitkan ditambah
sanksi administrast berupa bunga sebesar 48%

- | (empat puluh delapan persen) dari jurniah pajak

yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib
Pajak setelah jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun tersebut di pidana karena melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan
berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tidak ada

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau

atas permohonan Wajib Pajak dapat
membetulkan surat ketetapan pajak, Surat
Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan,
Surat Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat
Keputusan Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat
Keputusan Pengembalian pPendahuluan

| Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya

terdapat kesalahan tulls, kesalahan hitung, dan
atau kekeliruan penerapan ketentuan tertenfu
dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Direktur Jendera! Pajak dalam fangka waktu
12 (dua helas) bulan sejak tanggal per-
mohonan diterima, harus memberi keputusan
atas permohonan pembetulan yang diajukan.

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada
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s

85

86,

87

85.

Tambahan

Tambahan

Tambahan .

Tambahan dan/atau

‘| ada perbedaan

Tambahan

Ada perbedaan

Ada perbedaan

Pasal 17
_Ayat 3

Pasal 17A
Ayat 1

Pasal 17A
Am_:" 2

Pasal 17B
Avat 1
dan la

Pasal 176
Ayat 4

Pasal 17C
Ayat 1

Pasal 17C
Ayat 2

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat
diterbitkan’ lagi apablla berdasarkan hasil
pemeriksaan danfatau data baru temyata pajak
yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada
kelebihan pembayaran pajak yang telah
ditetapkan. ‘ ‘

Direktur Jendera! Pajak, setelah melakukan
pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Nihil apabila jumlah kred® pajak ataujumilah pajak
yang dibayar sanmia dengan jumlah pajak yang
terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak atau tidak ada’ pembayaran
pajak. T :

Taks cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Nihil
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan

pemeriksaan atas permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajek dari
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat
ketetapan pajak paling fama 12 {dua belas) bulan
sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
(ia) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang
sedang dilakukan pemeriksaan bukti
permulaan tindak pidana di bidang
perpajakan, yang ketentuannya diatur . dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak
pidana di bidang perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1a) tidak dilanjutkan
dengan penyidikan; dilanjutkan dergan
penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan
penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan;
atau dilanjutkan dengan penyidikan dan
penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan,

| tetapi diputus’ bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyal kekuatan hukum tetap,
dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib
Pijak diberikan imbalan bunga sebesar 2% {dua
persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua

| puluh empat) bulan, dihitung sefak berakhimya

jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimaria

. {dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat |

diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih' Bayar,
dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan. )

Direktur Jendera! Pajak setelah melakukan

1 penelitian atas permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak
dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak
permohenan diterima secara lengkap untuk
Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 {satu) bulan

sejak permahonan diterima secara lengkap untuk |

Pajak Pettambahan Nilai.

Kriteria tertentu sebagalmana dimaksud pada ayat

{1) meliputi: ’

a. tepat wakiu dalam menyampaikan Surat
Pemberitahuan; :

b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk
semua jenis pajak, kecuali tunggakan
pajak yang telah memperoleh izin untuk
mengangsur atau menunda pembayaran
pajak;

Tidak ada

Tidek ada

Tidak ada

Pasal 178
Ayat 1

Tidak ada

pasal 17C
Ayat 1

Pasal 17C
Ayat 2

| kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam:

| sejak permohonan diterima untuk Pajak

Tidak ada

Tidak ada

ﬁdgk ada

Direktur Jendera! Pajak setelah melakukan

pemeriksaan atas permohonan pengembaiian
kelebihan pembayaran pajak selain
permohonan pengembalian kelebthan
pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan

Pasal 17C harus menerbitkan surat ketetapan:
pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak
surat permohanan diterima, kecuali untuk
kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Tidak ada

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan

penelitian atas permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak
dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan
sejak permohonan diterima untuk Pajak
Penghasilan dan paling lambat 1 (satu) bulan

Pertambahan Nilai. .
Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan, :

Business News 7550/20-8-2007

C. Lapotan



,

18

90.

9L
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93,

95.

96.

Tambahan

Tambahan.

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Ada perbedaan

Pasal 17D
Ayat 1

Pasal 17D
Ayat 2

Pasal 17D
Ayat 3

Pasal 17D
Ayat 4

Pasal 17D ..
Ayat 5

Pasal 17E

Pasal 18
Ayat 1

¢. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan
Publik atau lembaga pengawasan keuangan
pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut; dan :
tidak permnah dipidana karena melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan
- berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan
penelitian atas permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak
yang memenuhi persyaratan tertentu,
menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga)
bulan sejak permohonan diterima secara lengkap
untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu)
bulan sejak permohonan diterima secara lengkap
untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang dapat diberikan pengembalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
adalah:, . ’

a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan
usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah
peredaran usaha dan jumlah lebih bayar
sampai dengan jumlah tertentu;

¢. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran
usaha dan jumlah leblh bayar sampai dengan
jumlah tertentu; atau

d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai dengan jumiah penyershan dan jumlah
lebih bayar sampai dengan jumfah tertentu.

Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah
penyerahan, dan jumnilah lebih bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan
pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan surat
ketetapan pajak setelah melakukan
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

Jlka berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Paiak
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah
dengan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen).

Crang pribadi yang bukan subjek pajak dalam
negeri yang metakukan pembelian Barang Kena
Pajak di dalam daerah pabean yang tidak
dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan
pengembalian Pajak Pertambahan Nilal yang telah
dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau
bardasarkan Peraturan Mentrei Keuangan.

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bavar, serta Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan

'Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan

Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali,
yang menyebabkan jumlah pajak yang masih
harus dibayar bertambah, merupakan dasar
penagihan pajak.

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

]
Tidak ada

Tidak ada

Pasal 18
Ayat 1

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, Surat Ketetzpan Pajak Kurang
Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, yang menyebabkan jumiah
pajak yang harus dibayar bertambah,
merupakan dasar penagihan pajak.
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97

9.

100.

101,

102.

Ada perbedaan

Ada perbedaan

Ada perbedaan

Ada perbedaan

Tambahan

Ada perbedaan

Pasal 19
Ayat 1

Pasal 19
Ayat 3

Pasal 20
Ayat 1

Pasal 20

Ayat 3

Pasal 20
Ayat 3a

Pasal 20
Ayat 4

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau
Putusan Peninjauan Kembali, vang
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus
dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo
pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah
pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
{dua persen} per bulan untuk seluruh masa, yang
dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan
tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya
Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan
ternyata penghitungan sementara pajak yang
terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (5) kurang darl jumlah pajak yang
sebenarnya terutang atas kekurangan
pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihikung
dari saat berakhirnya batas wakiu penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan
huruf ¢ sampai dengan tanggal dibayarnya
kekurangan pembayaran tersebut dan bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar,
yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan
Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah
pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang
tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesual
dengan jangka waktu sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan
penaglhan pajak dengan Surat Paksa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

‘Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksana-

kan sesual dengan. ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar,
atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau
orang atau badan yang ditugas! untuk melakukan
pemberesan dilarang membagikan harta Wajib
Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi
kepada pemegang saham atau kreditur lainnya
sebe]um menggunakan harta tersebut untuk
membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.’

Hak mendahulu hilang setelah mefampaui waktu
5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat
Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, 'Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali vyang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah.

Pasal 19
Ayat 1

Pasal 19
Ayat 3

Pasal 20
Ayat 1

Pasal 20
Ayat 3

Tidak ada

Pasal 20
Ayat 4

Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan
tambahan jumlah pajak yang harus dibayar
berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Band-
ing, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak
atau kurang dibayar, maka atas jumish pajak
yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen} sebulan untuk seluruh masa, yang
dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai
dengan tanggal pembayaran atau tanggal
diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda
penyampaian Surat Pemberitahuan dan
ternyata penghitungan sementara pajak yang
terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang
sebenarnya terutang, maka atas kekurangan
pembayaran pajak tersebut, dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung
dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan
Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan
tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran
tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan,

Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat
Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan,

‘Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding,

yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh
Penanggung Pajak sesual dengan jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3), ditagih dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Tidak ada

Hak mendahulu itis hilang setelah lampau waktu
2 {dua) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat
Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, Surat: Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetuian,
Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding,
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah, kecuali apabila dalam

.| Jangka waktu 2 {dua) tahun tersebut,
‘Surat Paksa untuk membayar itu

diberitahukan secara resmi, atau
dibérikan penundaan pembayaran.
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103.

104,

105.

106

107,

108.

109,

Tambahan dan/fatau
Ada perbedaan ~

Ada perbedaan

Tambahan dan/atau
ada perbedaan

Ada perbedaan

Ada perbedaan

Tambahan

Ada perbedaan

Pasal 20
Ayat 5

Pasal 22
Ayat 1

Pasal 22
Ayat 2

pasal 23
Ayat 2

Pasal 25
Ayat 3

Pasal 25
Ayat 3a

Pasal 25
Ayat 5

Perhitungan jangka waktu hak mendahulu

ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar
diberitahukan secara resmi maka jangka waktu
5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat
Paksa; atau

b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran
atay persetujuan angsuran pembayaran maka
jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung
sejak batas akhir penundaan diberikan.

Hak untuk melakukan penagihan pajak,

termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya
penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui
waktu 5 (Iima) tahun terhitung sejak
penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambzhan,
dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Pasal 20
Ayat 5

Pasal 22
Ayat 1

Keputusan Keberatan, Putusan Banding, | .

serta Putusan Peninjauan Kembali.

Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Paksa;

b. ada pengakuan utang pajak darl Wajib Pajak
baik langsung maupun tidak langsung;

c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Xurang
Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat {4); atau

d. dilakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan.

Gugatan Wajlb Pajak atau -Penanggung Pajak

terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat.Perintah
Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman
Lelang;

b. keputusan pencegahan daiam rangka

penagihan pajak;

¢ keputusan yang berkaitan dengan
pelaksanaan keputusan perpajakan,
selain yang ditetapkan dalam Pasal 25
-ayat (1) dan Pasal 26; atau

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau
Surat Keputusan Keberatan yang dalam
penerbitannya tidak sesuai dengan
prosedur atau tata cara'yang telah diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan hanya dapat
diajukan kepada badan peradilan pajak.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat
ketetapan pajak atau sejak tanggal
pemotongan atau pemungutan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali
apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

Datam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan
atas surat ketetapan, pajak, Wajib Pajak wajib
melunasl pajak yang masih harus dibayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak
dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan,
sebelum surat keberatan disampaikan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang

diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal
Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat
keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan
melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau
melalui cara lain yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 22
Ayat 2 _

Pasal 23
Ayat 2

Pasal 25
Ayat 3

Tidak ada

Pasal 25
Ayat 5

waktu 10 {sepuluh) tahun terhitung sejak

| &-Keputusan pembetulan sebagaimana

Dalam hal Surat Paksa untuk membayar
diberitahukan secara resmi, jangka wakiu 2
(dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat
Paksa, atau dalam hal diberikan penundaan
pembayaran jangka waktu 2 (dua) tahun
tersebut ditambah dengan jangka waktu
penundaan pembayaran.

Hak untuk melakukan penagihan pajak, :
termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya
penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau

saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau
Tahun Pajak yang bersangkutan.

Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana
dimaksud dafam ayat (1) tertangguh apabila;
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
b. ada pengakuan utang pajak dari- Wajib
Pajak baik langsung maupun tidak Jangsung;
¢. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Gugatan Waijib Pajak atau Penanggung Pajak

terhadap : . .

a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman
Lelang;

b. Keputusan yang berkaitan dengan
pelaksanaan keputusan perpajakan,
selain yang ditetapkan dalam Pasal 25
ayat (1) dan Pasal 26;

dimaksud dalam Pasal 16 yang
berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
d. Keputusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan
Surat Tagihan Pajak; hanya dapat
diajukan kepada badan peradilan pajak

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu
3 (tiga) hufan sejak tanggal surat, tanggal
pemotongan atau pemungutan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaannya.

Tidak ada

Tanda penerimaan surat keberatan yang
diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal
Pajak vang ditunjuk untuk itu atau tanda
pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat
menjadi tanda bukti penerimaan surat
keberatan. :
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110.

111,

12

113.

114

115,

116.

117,

118,

119,

120,

121,

122

Ada perbedaan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

_Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Pasal 25
Ayat 7

Pasal 25
Ayat 8

Pasal 25
Ayat 9

Pasal 25
Ayat 10

Pasal 26
Ayat 1

Pasal 26
Ayat 2

Pasal 26
Ayat 3

Pasal 26
Ayat 4

Pasal 26
Ayath

Pasal ZGA
Ayat 1
Pasal 26A
Ayat 2
Pasal 26A

Ayat 3

Pasal 26A
Ayat 4

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan,
jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a)
atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat
pengajuan keberatan, tertangguh sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Jumlah’ pajak yang belum dibayar pada saat
pengajuan permohanan keberatan sebagalmana
dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai
utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) dan ayat (1a).

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 50% {lima
puluh persen) dari jumiah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan. -

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
_banding, sanksi administrasi berupa denda

sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan.

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu

paling fama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

surat keberatan diterima harus memberl
keputusan atas keberatan yang diajukan,

Sebelum surat keputusan ditechitkan, Waijib
Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau
penjelasan tertulis,

Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan -

dapat berupa mengabtlkan seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya
jumtah pajak yang.masih harus dibayar

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan
atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d,
Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat
membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak
tersebut.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimakéud
pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur

Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, |

keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan
diatur dengan atau herdasarkan Peraturan
Menteri Xeuangan.

Tata cara pengajuan dan penyelesalan keberatan
sebagalmana dimaksud pada ayat (1), antara lain,
mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib
Pajak untuk hadir memberikdn keterangan atau
memperocleh penjelasan mengenal keberatannya,

Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses

keberatan tetap dapat diselesaikan.

Wafib Pajak yang mengungkapkan pembukuan,
catatan, data, informasi, atau keterangan lain
dalam proses keberatan yang tidak diberikan
pada saat pemeriksaan, selain data dan Informasi
yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh

- Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan,
catatan, data, informasi, atau keterangan lain
dimaksud tidak dipertimbangkan dalam
penyelesalan keberatannya,

Pasal 25
Ayat 7

-| Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak .ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

{ Pengajuan

keberatan tidak menunda
kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak,

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada
Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada
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RESUME PERBANDINGAN
UU NOMOR 28 TAHUN 2007 DENGAN UU NOMOR 16 TAHUN 2000

RESUME PERBANDINGAN ATAS PERUBAHAN KETIGA UU NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN -

[

[Sambungan Business News No. 7550 halaman 78 - 14B]

kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
selama pajak yang masih harus dibayar
sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak

| Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan

kelebihan pembayaran pajak, kelebihan
pembayaran dimaksud dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% {dua persen)
per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
‘bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

No. KETERANGAN C . - UU NOMOR 28 TAHUN 2007 - UL NOMOR 16 TAHUN 2000
PASAL KETERANGAN PASAL KETERANGAN
123. | Ada perbedaan Pasal 27 | Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pasal 27 | Wajib Pajak dapat mengajukan permchonan
Ayat 1 banding hanya kepada badan peradilan pajak | Ayat 1 banding hanya kepada badan peradilan pajak
atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana terhadap ‘keputusan mengenai keberatannya
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). : yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
124, | Ada perbedaan Pasal 27 | Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan | Pasal27 | Putusan badan peradilan pajak bukan
: : Ayat 2 pengadilan khusus di lingkungan peradifan | Ayat 2 merupakan keputusan tata usaha negara.
tata usaha negara. : :
125, | Tambahan Pasal 27 | Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan | Tidak ada | Tidak ada
‘ Ayat 4a pengajuan permohonan banding, Direktur
Jenderal Pajak wajib memberlkan keterangan
secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat
Keputusan Keberatan yang diterbitkan. :
126, | Dihapus Pasal27 | Dihapus. Pasal27 | Pengajuan permchonan banding tidak
Ayat 5 Ayat 5 | menunda kewajiban membayar pajak dan
] . ' pelaksanaan penagihan pajak.
127. | Tambahan Pasal27 | Dalam ha! Wajib Pajak mengajukan banding, Tidak ada | Tidak ada
Ayat 53 | jangka waktu pelunasan pajazk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (3a), atau
Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum |-
dibayar pada saat pengajuan keberatan,
tertanggubh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak
tanggal penerbltan Putusan Banding. :
128. | Tambahan Pasal 27 | Jumiah pajak yang belum dibayar pada saat Tidak ada | Tidak ada
Ayat Sb | pengajuan permohonan keberatan sebagaimana .
dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai
utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) dan ayat (ia).
129. | Tambahan Pasal 27 | Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat -Tidak ada | Tidak ada
Ayat 5¢ | pengajuan permohonan banding belum
merupakan pajak yang terutang sampai dengan
Pubysan Banding diterbitkan.
130. | Tambahan Pasal 27 - | Dalam hal permohonan banding ditolak atau Tidak ada | Tidak ada
. Ayat 5d | dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksl
s administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus
persen) dari jumiah pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan pembavaran pajak
vang telah dibavar sebelum mengajukan
keberatan.
13i. | Ada perbedaan Pasal 27A ] Apabila pengajuan keberatan, permchonan | Pasal 27A | Apabila pengajuan keberatan atau permohonan
. Ayat 1 banding, atau permohonan peninjauan |Ayat1 banding diterima sebagian atau seluruhnya,

sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud
dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan
atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan telah dibayar vang menyebabkan
kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan
pembayaran dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebufan
untuk paling lama-24 (dua puiuh empat) bulan
dihitung sejak tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
sampai dengan diterbitkannya Keputusan
Keberatan atau Putusan Banding.
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132

133,

134.

135,

136.

Tambahan '

Ada perbedaan

Ada pérbedaan

Dihapus

Ada perbedaan

Pasal 27

" Ayat'la

Pasal 27
Ayat 2

Pasal 27

“Ayat 3

Pasal 27
Ayat 10

Pasal 27
Ayat 11

‘2. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal
pembayaran yang menyebabkan kelebihan

" pembayaran pajak sampal dengan
diterbitkannya Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali; atau o :

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
dihitung sejak tanggal penerbitan surat
ketetapan pajak sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali. )

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat -
(1) juga diberikan atas Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, atau Surat Kepirtusan
Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan
‘sebagian atau seluruhnya menyebabkan
kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang. Bayar |.

dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran.
yang menyebabkan kelebihan pembayaran .
pajak sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak

tanggal penerbitan surat ketetapan pajak ‘

sampal dengan diterbitkannya Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan ‘Pengurangan
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan
Pembatalan Ketetapan Pajak; atau -~ :

¢. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak
tanggal pembayaran-yang menyebabkan
kelebihan pembayaran pajak sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan
Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak.

Imbalan'bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi
administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat {4) dan/atau bunga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan
Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan
Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat
diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
yang mengabulkan sebagian atau seluruh
permohonan Wajib Pajak.

Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Kevangan.

Dihapus.

Buku, catatan, dan dokumen yang menjaci dasar
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain
termasuk hasil pengolahan data dari
pembukuan yang dikelola secara elektronik
atau secara program aplikasi on-fine wajib
disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indone-
sia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal
Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat
kedudukan Wajib Pajak badan. .

Tidak ada

]
Lt

Pasal 27
Ayat 2

Pasal 27
Avat 3

Pasal 27
Ayat 10

Pasal 27
Ayat 11

,Tidak ada

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih
sankst adrministrasi berupa denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan atau
bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) berdasarkan Keputusan |
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi, sebagai akibat diterbitkan
Keputusan Keberatan atau Putusan Banding
yang menerima sebagian atau seluruh

‘permohonan Wajib Pajak.

Tata carm  penghitungan  pengembalian
kelebihan bayar dan pemberian imbalan bunga

diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan
pembukuan dan melakukan pencatatan adalah
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan. .

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan
selama 10 (sepuluh) tahun di. Indonesia, vaitu
di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi
Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat
kedudukan bagi Wajib Pajak badan. )
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138,

139,

140.

141,

142,

143.

144.

145,

146,

Ada perbedaan -

Tambahan

Tambahan

.

. Tambahan

Tambahan

Tambahan

‘Tambahan

Tambahan

Tambahan

Ada perbedaan

-Pagal 27

Ayat 12
Pasal 25
Ayat 3a

Pasal Zé
Ayat 3b

Pasal 29
Ayat 4

Pasal 29A

Pasal 30
Ayat 1

Pasal 30
Ayat 2

Pasal 31
Ayat 2

Pasal 31
Ayat 3

Pasal 32
Ayat 1

Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana -

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau
herdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Buku, ‘catatan, dan dokumen, serta data,

informasi, dan keterangan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} wajib dipenuhi oleh Wajib
Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan
disampaikan.

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

‘tidak memenuhi ketentuan sebagaimana |

dimaksud pada ayat (3} sehingga tidak dapat
dihitung besarnya penghasilan kena pajak,
penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung
secara jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila dalam mengungkapkan pembukuan,

__| pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang
" diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban

untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk
merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan
unfuk keperluan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1). '

Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan
pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan
efektif oleh badan pengawas pasar modal dan
menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan
dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit
oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar
Tanpa Pengecualian yang: :

a. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak |

menyatakan lebih bayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 178; atau

b. terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis
risiko dapat dilakukan pemeriksaan melalui
Pemeriksaan Kantor.

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan

penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta

barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila

Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban

ieba?abimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3)
uruf b. - ‘

Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang
pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan,
kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan
hasil pemeriksaan kepada Waijib Pajak, dan hak
Waijib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir
hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang
ditentukan.

Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib

Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3} sehingga
penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan
secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib
menyampaikan surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan
memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir
dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam
batas waktu yang ditentukan.

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai

dengan ketenktuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili

dalam hal:

a. badan oleh pengurus; .

b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;

¢. badan dalam pembubaran oleh orang atau
badan yang ditugasi untuk melakukan
pemberasan; ’

Pasal 27
Ayat 12

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Pasal 32
Ayat 1

Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Dalam menjalankan hak dan memenuhi

kewajiban menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan, Wajib

Pajak diwakili, dalam hal :

a. badan oleh pengurus;

b. badan dalam pembubaran atau pailit
oleh orang atau badan yang di bebani
untuk melakukan pemberesan;
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148.

149,

150,

151,

152,

153.

154,

155,

Ada perbedaan

Dihapus

Ada perbedaan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Pasal 32
Ayat 3a

Pasal 33

Pasal 34
Ayat 2a(b)

Pasal 35
Ayat 1

Pasal 35
Ayat 2

Pasal 35
Ayat 3

Pasal 35A
Ayat 1

Pasal 35A
Ayat 2

Pasal 36
Ayat 1
huruf ¢
dan d

d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;

e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah
seorang ahli warisnya, pelaksana wasfatnya
atau yang mengurus harta peninggalannya;
atau

f. anak yang belum dewasa atau orang yang
berada dalam pengampuan oleh wali atau
pengampunya,

Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban
kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menterl Keuangan.

Dihapus.

pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan
Menteri Keuangan untuk wmemberikan
keterangan kepada pejabat lembaga negara
atau instansi Pemerintah yang berwenang
melakukan pemeriksaan dalam bidang
keuangan negara.

Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan diperlukan
keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik,
notaris, kensultan pajak, kantor administrasi, dan/
atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyal
hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan
pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,
atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal
Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan
keterangan atau bukti yang diminta.

Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terikat oleh kewajiban
merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan,
penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan
tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank,
kewajiban merahasiakan ditiadakan atas
permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari
pithak-pihak yang terikat oleh kewajiban
merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan
pihak lain, wajib memberikan data dan informasi
yang berkaitan dengan perpajakan kepada
Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Dalam hal data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi,
Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun
data dan informasi untuk kepentingan
penerimaan negara yang ketentuannyadiatur
dengan Peraturan Pemerintah dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

| Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau

atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan yang terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan dalam .hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya;

Pasal 32
Ayat 3a

Pasal 33

Pasal 34
Ayat 2a(b)}

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Pasal 36
Ayat 1

¢. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah
seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya
atau yang mengurus harta peninggalannya;

d. anak yang belum dewasa atau orang yang
berada dalam pengampuan oleh wali atau
pengampunnya.

Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1584

-dan perubahannya bertanggungjawab secara

renteng atas pembayaran pajak, sepanjang
tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak |
telah dibayar, . .

Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan
keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

- Tidak ada

Direktur Jenderal Pajak dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi berulga bunga, denda, dan
kenalkan yang terutang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan
perpajakan dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak
atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan
pajak yang tidak benar.
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177

178,

179.

180.

181,

182.

183,

184,

Ada perbedaan

Tambahan

Ada penambahan

jumlah nominal
sanksi

Ada penambahan
jumlah nominal
sanksi

Ada penambahan
jumiah nominal
sanksi '

Ada penambahan
jumlah nominal
sanksi

Tambahan

Tambahan

" “Pasal 39

Ayat 3 -

Pasal 39A

Pasal 41
Ayat 1

Pasal 41
Ayat 2

Pasal 41A

Pasal 41B

Pasal 41C -
Ayat 1

Pasal 41C
Ayat 2

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk
melakukan tindak -pidana menyalahgunakan
atau .menggunakan tanpa hak Nomor Pokok

Wajib Pajak atau:Pengukuhan Pengusaha Kena ‘|’

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ :

atau keterangan yang lsinya tidak benar atau
tidak lengkap, sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, dalam rangka mengajukan
permohonan restitusi atau melakukan kompansasi
pajak atau pengkreditan pajak, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 6
(enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah
restitusi yang dimohonkan dan/atau
kompensasi atau pengkreditan yang
dilakukan dan paimg banyak 4 (empat) | kali
jumiah restitusi yang- dimohonkan dan/atau
kompensasi atau pengkredltan yang d|Iakukan

Sehap orang yang dengan sengaja
a. menerbitkan dan/atau menggunakan Eaktur
pajak, bukti pemungutan pajak, bukti

! pemotongan pajak, dan/atau- bukti setoran -

pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya; atau. - .

b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum
dikukuhkan sebagan Pengusaha Kena Pajak
dipidana dengan pidana penjara, palmg singkat
2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun

serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah |

pajak dalam faktur pajak, bukti penungutan
pajak, buktl pemotongan pajak, dan/atau
bukti setoran pajak dan paling banyak &
{enam} kali jumiah pajak dalam faktur pajak,

" bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan_

pajak, danfatau bukti setoran pajak.” ¢,
PeJabat yang karena kealpaanya tidak memenithi
kewajlban merahasiakan hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana
kurunigan paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima Juta rupiah). ‘

Pejabat yang dengan sengaja tldak memenuhl

kewajibannya atau seseorang yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
{dua) tahun dan denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima putuh juta rupiah).

Setiap orang yang wajib memberikan kete-
rangan atau bukti yang diminta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja
tidak memberi keterangan atau bukti, atau membexi
keterangan atau bukli yang tidak benar dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp25.000.
000,00 (dua putuh lima juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangl
atau mempersulit penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp75.000. 000,00 (tu]uh
puluh lima juta ruplah)

Setiap orang yang' dengan sengaja ttdak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana -

kurungan paling lama 1-(satu) tahun atawdenda

paling banyak Rpl 000 000 D{}O 00 (satu mlllar-

ruplah)

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan.

tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat | -
(1) dipidana dengan pidana kurungan paling -

lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak

Pasal 39
Ayat 3

Tidak ada

Pasal4i
Ayat 1 -

Pasal 41

Ayat 2

Pasal 41A

Pasai 41B

Tidak ada

| Tidak-ada,

"| atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok |

.denda paling tinggi 4 {empat) kali jumlah

Tidak ada

'Pejabat yang karena kealpaannya tidak

Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi

- paling 'bariyak Rp10.000.000,00 sepuluh

Tidak ada

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk
melakukan tindak pidana menyalahgunakan .

Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) |
huruf a, atau menyampaikan Surat
Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya
tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ dalam rangka
mengajikan permohonan restitusi atau
melakukan kompensasi pajak, di pidana dengan
pidana! penjara paling lama 2 (dua) tahun dan

restitusi yang di mohon dan atau kompensasi
yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

memenuhi kewajiban merahasiakan hal
seébdgaimana dimaksud dalam Pasal 34, di
pidana dengan pidana kurungan paling lama 1
{satu) tahun dan denda paling banyak
Rp4.000. 000,00 (empat juta rupiah).

kewajibannya atau sesecrang yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,
di pidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua)- tahun dan denda paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-
undang ini wajth memberi keterangan atau bukt
yang diminta tetapi dengan sengaja tidak
memberi keterangan atau bukti, atau memberi
keterangan atau bukti yang tidak benar, di
pidana dengan pidana penjara paling lama 1
{satu) tahun dan denda paling banyak
Rp10.000. 000,00 (sepuluh juta fupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi
atau mempersulit penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan, di pidana dengan- pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
juta rupiah).

1“1d_ak ada
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185.

186.

187

188,

189.

150.

191,

192,

153,

194,

195,

156,

Tambahan .

Tambahan

Tambahan

Tambahan
Tambahan

Tambahan

Tambahan
Tambahan

Ada perbedaan

_ Tambahan

Tambahan

Tambahan

Pasal 41C
Ayat 3

" Pasal 41C
Ayat 4

Pasal 43
Ayat1 -

Pasal 43
Ayat 2

Pasat 43A
Ayat 1

Pasal 43A
Ayat 2

Pasal 43A
‘Ayat 3

Pasal 43A
., Ayat 4

Pasal 44
Avat 2(g)

Pasal 44
Ayat 4 |

Pasal 44B
~ Ayat 1‘

Pasal 448
Ayat 2

. ratus juta rupiah).

Setiap orang vyang dengan sengaja fldak
memberikan data dan informasi yang diminta oleh.

Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35A ayat (2) dipldana dengan pidana
kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau
denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan

Setiap‘ orang yang dengéh sengaja 'menyalah-
gunakan data dan informasi perpajakan sehingga

menimbulkan kerugian kepada negara dipidana’

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.000,60 (lima ratus Juta rupiah). ‘

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

39 dan Pasal 39A, bérlaku juga bagi wakil, kuasa, '

pegawal dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang
menyuruh melakukan, yang turut serta
melakukan, yang menganjurkan, atau yang
membantu melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan. o i

Ketentuan sebagaimana dimaksud da-]am'Pas:aI
41A dan Pasal 418 berlaku juga bagi yang

menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau. |-

yang membantu melakukan tindak pidana’ di
bidang perpajakan. T, .

Direktur Jenderal Pajak berdasarkan inférmasi, .

data, laporan, dan pengaduan berwenang
melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebejum
dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan. . L

Dalam. hal terdapat indikasi tindak pidana di *
bidang perpajakan yang menyangkut petugas
Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan
dapat menugasi unit pemeriksa internal di

lingkungan Departemen Keuangan untuk

melakukan pemeriksaan bukti permulaan. -

Apahila dari bukti permulaan ditemukan unsur
tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat

- Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses

menurut ketentuan hukum Tindak Pidana
Korupsi. o E

Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak
pidana di bidang perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan. Lo . -

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berfangsung dan memeriksa

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang

dibawa; N

'Dalam  rangka pelaksanaan  kewenangan
.penyldikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak

hukum lain. !

Untuk kepentingan penerimaan negara, atas
permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung
dagat‘ menghentikan penyidikan tindak: pidana
di bidang perpajakan paling lama dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
permintaan. ‘ : ‘ .

Penghentian penfidikan tindak pidana di bidang
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) |,
hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi -

utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau
yang tidak seharusnya dikembalikan dan

ditambah dengan sanksiadministrasi berupa’
denda sebesar 4 {empat) kali jumlah pajak yang ‘[

tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak
seharusnya dikembalikan, .. - - T

T:tljak‘ éda

Tidak ada.

Tidak ada

Tif:lak a-da_
Tidak a_da
ndlék_ 'aqé
"I‘ld.a'kléda
Tidak adé
Pasal 44

Ayat 2(g)

Tidak ada

Tidak ada

. | huruf e}’
Tidak ada

Tidak ada

Tidak _ada

Tidak ada

'ﬁdak ada
ﬂdak ada
ﬁﬁak’ ada

Tidak ada

Tidak ada

menyuruh berhenti- dan atau melarang

seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berfangsung dan
memeriksa Identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada

4

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

.
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